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BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATJ ACEH BARAT DAYA 
NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 
2018 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DE\:VAN PERWAKlLAN R.4..KYAT K..4.BUPATE;N ACEH BARAT DAYA 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

- • Men.i.ma&'1.g a. hahwa da!a.m t"angka. men~{esuaikan. pelaksanaa.n. ketenttlan 
Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administrasi 
Pimpinan dan linggola Dewa1.1 Perwctkliatl Rakyat 
Kabupaten Aceh Barat Daya, terutama atribut Pimpinan 
dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya, perlu dilakukan 

Mengingat 

b. 
perubahan; 
bahwa atribut dimaksud adalah lencana atau pin yang 
terbuat dari emas yang diberikan untuk mendukung 
kelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat 
Daya; 

c. hahwa Oet"dasru:kan pet"timhan.gan seca~cim.a..rta dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 20'18 tentang 
Besaran Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya; 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten 
GayoLues, Kabupaten A~eh Jaya, Kah1..1paten Naga..~ Raya 
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2GG2 Nomor 17, iam"oahan Leu1baran. Negara Repub~ik 
Indonesia Nomor 4179); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.un 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Jndones}a Tahun 2004 No..~o:r 5..- Ta.~baha.~ Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Penge1o\aan dan Pertanggungje1waban Ktuan.gan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

~ 



66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
l'>I"'-""'""""' R"'""'""lr,J.a .. 1:......_~ ......... .,.~.:...,. 1\J"~"' ..... Al..l.':t_9.\· .t "'-'5C.U. Gt .1. t..,...f..IWA.#.I.i~ .&.J..&.UV.&.A.""U:l.Gl .t •V.t.A..iV.&. ";F -, .. ._,....,.,, 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, 'Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negar.a Nomor SS87} sebaga;m;=ma teJab d.iubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

8. 

9. 

10. 

1 1 ....... 

12. 

13. 

""-'-.--··1· '"'A~.·"'- 4·e·n'--- -· ""'-~!-•-~'--- T'<.~,-~1.... n "'~ ....... ~-~~ L w .. u1 ..::.v J. -r 1. 1t.e:t.ug rc;:;.t.U'-'..l u.tu:u.ta.u. J.Jac;:;.t au t.LA;;.t.t..tucu a:u 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
PPr!!>hu•an PPrn.Printnh Nnrnnr l.Q 1"nhnn ')()17 tPntAna J-JAk 
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Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nornot' 106, Tc:u:n.bahru1 Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057 ); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6197); 
Da ... ~*-·• ...... ,.. 1\Jf.,..,t,,o.,..; n .... l,. ....... 1\T,onp...; Nn ...... or 1~ 'J'..,h~~n 2(\(\F, 
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tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 
Peratura..n Menteri Dalam Nc:-..geri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Opera:S1,onal (Ben"ta Nea~r" o..,....,.,,b111 ... T ... d,......,.,.<>;!-=! '1'-=>"hn..-. 0011 :1: b-...-u.. .L'-""'1-''\.A. .L.La:-.. s..a..a.: '-'.La......,ua.- a.'\A.i.~ ........ a.a. .,. ... 

Nomor 1067); 
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat 
Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat 
Daya Nomor 120). 
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Menetapkan 

··~ 

·•' 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN 
KESEJAHTERA .. -\N P!MP!NAN DltN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Kesejahteraan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh 
Barat Daya (Rerita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 
3) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satul angka, sehingga 
keseluruhan Pasall berbunyi sebagai berikut 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. 
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan 
fungsi dan kewenangan masing-masing. 

3. Pemerintah F..abupaten adalah Bupati beserta Perangkat 
Kabupaten sebagai unsur penyelanggara Pemerintah 
Kabupaten adalah Bupati Aceh Barat Daya. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya 
disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya. 

5. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh 
Barat Daya yang dipilih, diangkat dan disumpah berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

6. Anggota DPRK adalah Anggota yang bukan Pimpinan oleh 
DPRK yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah 
disumpah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang 
ber1aku. 

7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan dalam bentuk uang 
yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRK karena belum tersedianya rumah Jabatan 
Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRK. 

8. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan dalam bentuk 
uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Anggota 
DPRK karena belum tersedianya kendaraan dinas Anggota 
DPRK. 

9. Atribut adalah lencana atau pin yang terbuat dari emas. 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1}, ayat {2) diubah dan ditambah 2 {dua} 
ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut 
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Pasal4 
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disediakan: 
a. pakaian dinas; dan 
b. atribut. 

(2) Pakaian dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf a adalah : 
a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 

(satu) tahun; 
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu} pasang dalam 1 

(satu) tahun; 
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 

{lima) tahun; 
d. pakaian dinas harlan lengan panjang disediakan 1 (satu) 

pasang dalam 1 (satu) tahun; 
e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) 

pasang dalam 1 (satu) tahun. 
(3) Atribut yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf b adalah berupa lencana atau pin yang tebuat dari 
emas seberat 6 (enam) gram diberikan dalam 1 (satu) periode 
masa jabata.T1. 

(4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disediakan 
bagi anggota DPRK Pengganti Antar Waktu. 

Pasalll 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penen:1patannya dalam Berita 
Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Ditetapkan di Blangpidie 
pada tanggal to,~, 2019 M 

~ Avv.J_ 1 440 H 

Diundangkan di Blangpidie 
pada tanggal ~ 2019 M 

AiV1\i 1440 H 

~ SEKRETARIS DAERAH rA.~ 
\ KABUPATE~H ~T DA~ • 

'UPATI ACE~YA, \ 

AKMAL IBRAHIM 

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 4-


